aturan pelayanan gratis, serta sarana dan prasarana kantor belum

memadai dalam menunjang percepatan pelayanan.

B. Saran

1. Hendaknya penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan
akuntabilitas dilaksanakan dengan memberikan informasi
prosedur yang transparan melalui papan informasi di kantor,
website, brosur, atau bekerjasama dengan pejabatan kelurahan, rt
rw untuk melakukan diseminasi secara langsung kepada
masyarakat, masyarakat dilibatkan dalam merumuskan dan
mengevaluasi kebijakan dan diberikan kemudahan dalam
mengakses pengaduan dengan menempatkan sarana pengaduan
pada tempat yang strategis agar mudah dijangkau oleh
masyarakat, serta biaya pelayanan gratis sesuai dengan
peraturan.

2. Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Makassar hendaknya
menambah kuantitas aparat pelayananan untuk mengimbangi
banyaknya jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan,
menambah sarana dan prasarana kantor, seperti anjungan dukcapil
mandiri untuk mempermudah masyarakat mengambil KTP dan
mengadakan mesin cetak untuk mencetak sendiri, serta
meningkatkan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Makassar dan lembaga Ombudsman serta masyarakat agar

tidak ada lagi oknum yang melakukan KKN.
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